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Kementerian KLH Minta Pemda Menyisihkan Dana Desa untuk Dukung Pengelolaan 

Sampah 

  

 
Source Foto: Antara 

Sumber gambar : 

https://tribratanews.polri.go.id/web/image/blog.post/80605/image 

 

Jakarta. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) meminta pemerintah daerah (pemda) untuk 

menyisihkan dana desa untuk mendukung pengelolaan sampah khususnya di tingkat rumah 

tangga. 

“Dana desa ini jangan semuanya untuk infrastruktur tapi minimal satu atau dua persen untuk 

pengelolaan sampah tingkat rumah tangga,” ujar Staf Khusus Menteri Lingkungan Hidup 

Bagus Hariyanto, Selasa (5/11/24). 

Menurut dia, cara itu dilakukan untuk menyiasati kendala pembiayaan yang kerap dialami 

pemerintah daerah dalam mengatasi persoalan sampah. 

Stafsus Menteri menjelaskan penanganan sampah melibatkan semua pihak baik di tataran 

pemerintah pusat melalui APBN hingga pemerintah daerah melalui partisipasi APBD hingga 

anggaran pemerintah desa. 

https://tribratanews.polri.go.id/web/image/blog.post/80605/image
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“Penanganan sampah tidak bisa oleh pusat saja atau daerah, itu tidak bisa. Kami harus 

bersama-sama karena sampah itu kita yang produksi. Makanya kami punya tanggung jawab 

bersama untuk mengelola sampah,” ujar Stafsus Menteri. 

Persoalan sampah menjadi salah satu isu prioritas KLH termasuk berencana melarang 

sampah yang ditimbulkan dari aktivitas perhotelan, restoran dan kafe dibuang ke TPA. 

Nantinya, KLH akan menerbitkan regulasi agar sektor pariwisata itu tidak membuang 

sampahnya ke TPA, namun mengolah langsung di sumbernya. 

Untuk sampah anorganik, kata dia, dapat dilaksanakan dengan menjalin kerja sama dengan 

mitra pengelolaan sampah salah satunya untuk didaur ulang. 

“Melalui kementerian kami sedang godok terkait tadi (regulasi) seluruh food waste yang 

dihasilkan oleh ini (hotel, restoran, kafe) juga sedang kami godok, apakah bentuknya surat 

edaran atau peraturan menteri,” ungkap Stafsus Menteri. 

 

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa  

Selasa (22/10/2024) – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Sleman 

menerima kunjungan dari Dewan Pimpinan Cabang Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa 

Seluruh Indonesia (PAPDESI) Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan, dengan 

tujuan untuk koordinasi pembinaan dan penganggaran dana desa untuk penyertaan BUMDes.  

Kegiatan ini dihadiri oleh 40 Kepala Desa dan 50 Perangkat Desa yang ada di Kabupaten 

Kotabaru. 

Pertemuan ini dibuka oleh Kepala Bidang Administrasi, Keuangan dan Aset Kalurahan Y. 

Purnama Kristiawan, M.I.P dan dilanjutkan sambutan oleh Ibu Namiah selaku ketua 

rombongan PAPDESI. Selanjutnya penyampaian materi mengenai BUMDes disampaikan 

oleh Agus Wasiso Wibowo S.T.P., S. Sos sebagai Ketua Tim Kerja Penguatan Kelembagaan 

dan Kapasitas Masyarkat Dinas PMK Kab. Sleman, Beliau menyampaikan mengenai 

perbedaan penyebutan antara desa menjadi kalurahan dan kecamatan menjadi kapanewon. 

72 dari 86 kalurahan di Sleman sudah memiliki BUMKal untuk kemakmuran masyarakat. 

Yang sudah tercatat Badan Hukum sebanyak 19 dari 72 BUMKal yang sudah terbentuk. 

Selain itu Beliau juga menyampaikan mengenai pengertian, permasalahan-permasalahan 

yang dihadapi dalam pengelolaan BUMKal, program kerja, peraturan desa, dan tujuan dari 

BUMKal. 

Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi Kabupaten Kotabaru dalam 

mengembangkan BUMDes dan meningkatkan kesejahteraan ditingkat desa. Semoga 

informasi yang telah disampaikan dapat menjadi bekal bagi seluruh peserta dalam 

mengembangkan BUMDes di wilayah Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan. 

 

Sumber berita 

1. https://tribratanews.polri.go.id/blog/nasional-3/kementerian-klh-minta-pemda-

menyisihkan-dana-desa-untuk-dukung-pengelolaan-sampah-80605 
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Catatan Berita UJDIH Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan / suryo hadi                                                                   3 
 

2. https://dinpmk.slemankab.go.id/2024/10/kunjungan-papdesi-kab-kotabaru-kalsel-

terkait-koordinasi-pembinaan-dan-penganggaran-dana-desa-untuk-penyertaan-bumdes/ 

 

Catatan : 

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan 

Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Negara1 dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 20232. 

 

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa 

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) Desa 

adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut 

Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak 

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia; 

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana 

Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan 

pemberdayaan masyarakat; 

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (3) 

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia; 

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) 

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu 

perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa; 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah 

 
1 https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016 
2 https://peraturan.bpk.go.id/Download/329221/Permendesa%20Nomor%207%20Tahun%202023.pdf 

https://dinpmk.slemankab.go.id/2024/10/kunjungan-papdesi-kab-kotabaru-kalsel-terkait-koordinasi-pembinaan-dan-penganggaran-dana-desa-untuk-penyertaan-bumdes/
https://dinpmk.slemankab.go.id/2024/10/kunjungan-papdesi-kab-kotabaru-kalsel-terkait-koordinasi-pembinaan-dan-penganggaran-dana-desa-untuk-penyertaan-bumdes/
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016
https://peraturan.bpk.go.id/Download/329221/Permendesa%20Nomor%207%20Tahun%202023.pdf


 

Catatan Berita UJDIH Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan / suryo hadi                                                                   4 
 

rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat; dan 

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, 

adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 

Tahun 2023 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut 

dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum 

yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, 

hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

 

Penggunaan Dana Desa  

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) 

Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, 

pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;  

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) 

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan 

masyarakat; 

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan 

Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan 

Rencana Kerja Pemerintah Desa; 

4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 

Tahun 2023 Pasal 2 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. 

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 

Tahun 2023 Pasal 4 Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan melalui:  

a. pemenuhan kebutuhan dasar;  

b. pembangunan sarana dan prasarana Desa;  

c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan  

d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. 

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 

Tahun 2023 Pasal 5 sampai dengan pasal 7 terkait Prioritas Penggunaan Dana Desa 

 

Prioritas Penggunaan Dana Desa bidang Pembangunan 

1. pemenuhan kebutuhan dasar 

a. Pencegahan dan penurunan stunting di Desa 
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b. Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa 

c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani 

d. penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin 

2. pembangunan sarana dan prasarana Desa 

a. Pembangunan sarana dan prasarana pendataan Desa 

b. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan 

dan kawasan kumuh 

c. pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di Desa 

bagi desa yang belum dialiri listrik 

d. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi melalui pengadaan, 

pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi 

e. Pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi melalui 

pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi 

dan komunikasi 

f. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kualitas 

sumber daya manusia masyarakat desa 

g. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan keterlibatan 

masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan 

masyarakat Desa 

h. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mitigasi dan penanganan 

bencana alam dan nonalam 

3. Pengembangan potensi ekonomi lokal 

a. Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan 

usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama 

b. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh 

badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama 

c. pengembangan Desa wisata 

4. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan 

a. pemanfaatan energi terbarukan 

b. pengelolaan lingkungan Desa 

c. pelestarian sumber daya alam Desa 

 

Prioritas Penggunaan Dana Desa bidang Pemberdayaan Masyarakat 

1. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat 

a. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat 

dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting di Desa 

b. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat 

dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular 
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c. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat 

dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional 

d. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat 

dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran 

Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika 

2. penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengawasan pembangunan desa 

a. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka perbaikan dan konsolidasi 

data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa 

b. penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani 

c. peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan 

dan pemberdayaan masyarakat Desa 

d. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat desa 

e. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengembangan listrik 

alternatif di Desa 

3. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa 

a. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat 

Desa 

b. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan 

usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama 

c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh 

badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama 

4. Pengembangan seni budaya lokal 

5. Penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana 

alam dan nonalam 

a. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi 

tanggap darurat bencana alam 

b. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi 

tanggap darurat bencana nonalam atau kejadian luar biasa 

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 

Tahun 2023 pasal 11 Pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa menggunakan 

metode swakelola dan PKTD (Padat Karya Tunai Desa). 

 


